BAB IlI

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa.
Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan
negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung
jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,
maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu
dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan
pada anak perlu dicegah dan diatasi.*

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga
mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut
hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum

menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.’

!Abu Huraerah, Op.cit. him. 11.
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam
(Magasid Asy-Syari’ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.
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Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak,
menyatakan bahwa:®

for the purpose of the present Convention, a child means every

human being below the age of 18 years, unless under the law

applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang
yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan
undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia

dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi
seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan
Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:*
1) Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang

dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh

induknya.

2) lbn, yang berarti anak manusia.

*Ibid. him. 63.
*M. Imam Tarmudzi. Op.cit. him. 503.
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Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang
yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.> Dan juga pengertian
anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.
23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
dalam kandungan.®

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah
seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang
belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan
perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum

mencapai 18 (delapan belas) tahun.

B. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan
perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi
dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. him. 6.
®UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Op.cit. him. 4.
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Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2)
dikatakan bahwa:’

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2)
tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni
berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta
terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang
diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948.
Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia
(commision of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh
PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan
sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup,

merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum

"UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-lembaga Negara beserta
Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-
JK),Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), him. 32.
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atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasrkan
pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB,
maka tanggal 10 Desember diperingati debagai hari Hak Asasi Manusia
se-dunia.®
3. Rativikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada
tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention
The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika
Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak
anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena
berdasarkan  pertimbangan pemerintah  Indonesia  menetapkan
keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The

Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)®

®Huskar, http://www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declaration-
of-human-rights/ (diakses pada 27 oktober 2015, pukul 20:07)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang
Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)



file:///C:/Users/acerr/Downloads/Huskar,%20http:/www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declaration-of-human-rights/
file:///C:/Users/acerr/Downloads/Huskar,%20http:/www.bhataramedia.com/forum/jelaskan-universal-declaration-of-human-rights/
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Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik
individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat
mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk
memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi
tersebut, yaitu:'

(1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam
deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

(2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan
kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain,
sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral,
spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

(3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas
kebangsaan.

(4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

(5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan
harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan
sesuai dengan kondisinya.

(6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan

seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

YAbu Huraerah, Op.cit. him. 32.
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(7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan
atas dasar wajib belajar.

(8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan
dan bantuan pertama.

(9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak
kekerasan, dan eksploitasi.

(10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi
berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

4. Rativikasi Konvensi ILO No0.138 menjadi Undang-Undang No.20
Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima

puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO

Convention No0.138 concerning Minimum Age for Admission to

Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk

Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan

keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan

dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan

tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO
Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.™
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-
Undang Tersebut menyebutkan bahwa:”Setiap anak selama dalam
pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung
jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
(1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3)
penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidak
adilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan
selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil
observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap
hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga,
maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah

terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

1 https://www.kompasiana
.com/fbndrvinska/54f5e472a33311ee768b4584/hakanak-dalam-undang-undang dasar-
1945 (diakses pada 09 september 2014)
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Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja
anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor
jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini
menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. *2

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa,
Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:*3

a. Non diskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

dan

d. Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani
bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep

2D, Priyo sudibyo, Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja
Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) him.146.

¥Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
(Bandung: Citra Umbara, 2016) him. 6.
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perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk
menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang
diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki
nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila,
serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan
verbal yang kerapkali memposisikan anak bernilai penting, penerus
masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak
yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-
kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk bekerja.'*
6. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.®

YNetty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor
Informal (Studi Kasus di Kota Kediri), him. 275
*Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit him. 1.
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Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria
Ulfah dari UNICEF, bahwa Kkesejahteraan sosial anak dengan
pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang
menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan
terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali
dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem
kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan
anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan
dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan
terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala
bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi
terhadap anak. *°

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak,
antara lain:'’

a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang
baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-

Qur’an Surah Ath-Thalag ayat (6) yang artinya, jika mereka

®Maria Ulfah Anshor. Memutus Rantai Ketidakadilan Globl Care dalam
Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempua TKIP. Edisi pertama, (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), him. 24.

YNasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Cet.l. (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), him.18-19.
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(wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai
mereka melahirkan kandungannya.

Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga,
baik itu perempuan atau lai-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur’an
Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang
diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak
perempuan, maka hitamlah (merah padamlah)mukanya dan dia
sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak,
disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah
dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah
dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?
Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan
mapupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi
(walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur’an Surah
Al-lsra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh
anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan
member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
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Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis
Aththusi, yakni “seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya,
“Ya Rasulullah, apa hak anakku ini/” Nabi Saw. Menjawab,
‘Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan
memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.

Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak,
berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan
hadis yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka
diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan
zamanmu”.

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi

hak-hak anak menurut Islam, antara lain:*®

1)
2)
3)
4)

5)

Pemeliharaan atas hak beragama (hifzud dien)

Pemeliharaan hak atas jiwa (hifzun nafs)

Pemeliharaan atas akal (hifzun aql)

Pemeliharaan atas harta (hifzul mal)

Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (hifzun nasl) dan

kehormatan (hifzun ‘ird)

M. Nurul Irfan. Op.cit. him. 20.
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Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam
kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara
optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan
olen Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah
menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak mrupakan masa depan,
sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini
adalah pemimpin masa depan”. 1slam memandang penting pembinaan
anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan
masyarakat serta Negara.'®

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki
seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap
anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai
hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta
terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan
eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun
mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan

hingga anak telah lahir ke dunia.

Ypid. him. 21.
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C. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian
khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah
mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk
pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu
pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan
untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi,
pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat
perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.?°

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan
yang membahayakan atau menggangu fisik, mental, intelektual, dan
moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh
anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi
beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa
bekerja.”*

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak
hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya,

serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh

Solehuddin. Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, him. 6.

'Huraerah Abu. Op.cit. him. 79.
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kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana
tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang
anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa
mendatang.?

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak,
pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi
kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup,
membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan
pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi
buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan
tindakan pelanggaran.?

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal
70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukkan pekerjaan di tempat kerja yang

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan

yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

?2Zahratul Husnaini. Op.cit. him. 13.
»Eggi Sudjana. Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering. (Jakarta:
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), him. 18.
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(2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) paling
sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan syarat:

a. Diberi petunjuk yang jelas tentanng cara pelaksanaan
pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam
melaksanakan pekerjaan; dan

b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan
bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu

perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah.



52

(3) Ketentuan  mengenai anak yang bekerja  untuk
mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan
pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan

dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja |,

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak
pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam
ayat (1) meliputi:
a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau

sejenisnya;
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b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan,
atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi
pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

c. Segala pekerjan yang memanfaatkan, menyediakan,
atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan
minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau

d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus
pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis,
penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuraan anak dan
perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh
konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang
disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindardari resiko-resiko

tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat
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dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya
kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja
anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang
tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memebrikan
secercah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan
jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak
tersebut.  Namun selama ini  perangkat hukum  dalam
implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua
pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran  yang
dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah
dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan
hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya
seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma
hukum  ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan
perlindungan hukm terhadap pekerja anak.?*

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang
terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga
mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-

*Netty Endrawati, Op.cit. him. 278-279.
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anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab
dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak
seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah
tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak
untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi
dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi.

Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga
anak-anak harus bekerja.
D. Faktor-faktor Penyebab Anak Bekerja

Faktor yang mendorong dan menyebabkan timbulnya pekerja
anak di Indonesia merupakan interaksi dari berbagai faktor. Adapun
yang menyebabkan adanya anak-anak yang bekerja sebagaimana yang
telah dikutip oleh Emei Dwinanarhati Setiamandani dari hasil
penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah
sebagai berikut:?®
1) Faktor Kemiskinan

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang

menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah, kemiskinan

Emei Dwinanarti Setiamandani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak
dan Upaya Penanggulangannya, (Jurnal Reformasi, Volume 2, Juli-Desember 2012),
hlm. 75-76.
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menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa”
memobilisasi anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi
keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak
tidak dapat berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari
nafkah. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi
juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerjAa dan
tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi
kemiskinan dan dikemudian hari akibat yang lebih jauh generasi
berikutnya akan tetap hidup miskin dan tidak berpendidikan.
2) Faktor Kondisi Lingkungan

Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas pedesaan juga
merupakan faktor timbulnya pekerja anak, pedesaan yang dianggap
tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak
orang yang mengadu nasib ke kota besar dengan harapan memperoleh
penghasilan yang lebih tinggi, tanpa terkecuali para orangtua yang
terbelenggu ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai
dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik.
3) Faktor Sosial

Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada

pada masyarakat, yang secara cultural memandang anak sebagai
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potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. anak yang
bekerja justru dianggap sebagai bisa mengangkat harkat martabat orang
tua. dengan adanya hal seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya
mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.
4) Faktor Pendidikan

Faktor lain yang membuat seorang anak menjadi pekerja anak
adalah karena keterbelakangan mereka untuk mengenyam pendidikan.
Satu hal yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah mendatang adalah
melaksanakan program-program pendidikan berbiaya rendah dan
mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab
selama ini anak “dipaksa” bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga.
5) Faktor Perubahan Proses Produksi

Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan
teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses
produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih, sehingga banyak
sekali pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga ahli agar lebih cepat
selesai hanya dengan perhitungan waktu yang singkat. Yang tersisa
hanya pekerjaan kasar dan serabutan dan ternyata banyak anak yang
dipekerjakan, tentu saja dengan upah yang murah, dan jaminan

perlindungan yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang
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tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan
yang dibuat oleh perusahaan tempatnya bekerja.
6) Lemahnya pengawasan

Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi rehabilitasi.
Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak tidak
diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat
dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada
pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.
Dan di Indonesia masih kurang lembaga-lembaga yang bisa melakukan
rehabilitasi terhadap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara
wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor
yang menjadi penyebab anak untuk bekerja yaitu faktor
ekonomi/kemiskinan, tradisi atau kebiasaan, faktor pendidikan dan
faktor perubahan produksi serta faktor lemahnya pengawasan, adapun
menurut penulis yang menjadi faktor utama penyebab anak untuk
bekerja selain faktor ekonomi yang sering kali menjepit kehidupan
sehingga anak harus terpaksa bekerja adalah juga faktor bahwa
perusahaan yang dengan perubahan produksi menjadikannya untuk

mempekerjakan anak dengan hanya memberikan upah yang rendah dan
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jaminan perlindungan yang minim, hal ini lah yang merupakan tindak
kejahatan dari perusahaan, dank arena pengawasan yang lemah dari
para penegak hukum sehingga masih banyak adanya pekerja anak yang
dieksploitasi ekonomi yang tidak sesuai dengan hak dan perlindungan

bagi anak.



